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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a sem akin  m en ingkatnya  keg iatan  u sa h a  dalam  bidang 
telekom unikasi yang  seja lan  dengan  k e b u tu h a n  m asy arak a t 
te rh ad ap  telekom unikasi sehingga m endorong up ay a  
pen ingkatan  pem b an g u n an  M enara te lekom unikasi dan  
sa ra n a  pendukungnya  di daerah ;

b. bahw a u n tu k  m ew ujudkan  p e lak san aan  p em b an g u n an an  
M enara telekom unikasi yang  sesu a i dengan  kaidah  ta ta  ruang , 
lingkungan  dan  este tika  d an  dalam  rangka  m eningkatkan  ra sa  
am an , nyam an  d an  ten te ram  bagi m asy arak a t di sek ita r lokasi 
pend irian  M enara telekom unikasi d an  u n tu k  m engantisipasi 
ha l-ha l yang tidak  d iinginkan dari k eb erad aan  M enara 
telekom unikasi, perlu  d ilakukan  pengendalian  p em bangunan  
M enara telekom unikasi di daerah ;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  d im aksud  
dalam  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, m ak a  perlu  m ene tapkan  P e ra tu ran  
D aerah  ten tan g  Pengendalian  M enara Telekom unikasi.

*) Menimbang : a. bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait izin gangguan, 
perubahan pengaturan kawasan, serta perkembangan teknologi 
terkait adanya aneka ragam jenis bangunan menara 
telekomunikasi maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian 
Menara Telekomunikasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian 
Menara Telekomunikasi;

**)Menimbang: a. bahwa seiiring dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat terhadap telekomunikasi diperlukan peningkatan 
pembangunan menara telekomunikasi dan sarana 
pendukungnya dengan tetap memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang - undangan;

b. bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi, perubahan pengaturan 
perizinan bangunan, dan berubahnya pengaturan terkait 
persetujuan lokasi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

(')Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(**)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024



**) M engingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang -  Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian 
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 
114);

D engan P erse tu ju an  B ersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR , d an
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

M enetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Bagian K esatu 

Pengertian

Pasal 1 (**)
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum 

yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di 
Indonesia.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan /  
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- 
tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.

7. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 
telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam 
rangka bertelekomunikasi.

8. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur 
telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen 
jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai saluran 
utama (central trunk), titik penyambungan utama untuk 
teknologi komunikasi nirkabei/Mobile Switching Center (MSC), 
pengontrol stasiun basis/Base Station Controller 
(BSC)/pengontrol jaringan radio/Radio Network Controller 
(RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, badan 
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan 
negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan 
jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan 
telekomunikasi khusus.

10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 
dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi.

11. Operator Telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik 
membangun infrastruktur telekomunikasi dasar, biasanya 
fiber optik, peralatan Telekomunikasi berbasis radio (Base 
Transceiver Station/ BTS) selular, sentral telepon, dan 
lain-lain.

12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara 
adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di 
atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa 
kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa 
tunggal tanpa simpul. dimana fungsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 
menempatkan sarana perangkat Telekomunikasi.

13. Penyedia Menara adalah perseorangan, badan usaha milik 
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta 
yang memiliki, dan mengelola Menara telekomunikasi untuk 
digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

14. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau 
mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

15. Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara 
Telekomunikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu 
areal menjadi beberapa bagian, dalam hal ini bertujuan untuk 
memisahkan wilayah urban, suburban dan rural.

16. Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara 
Telekomunikasi adalah kawasan yang diperbolehkan untuk 
mendirikan Menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu 
disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola 
yang proporsional dengan peta Menara telekomunikasi 
eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Daerah.

17. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut 
Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang 
digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan 
Telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan 
mengoperasikan peralatan Telekomunikasi berbasis radio 
(Base Transceiver Station) berdasarkan Penataan Kawasan

( ’)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 

(**)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun 2024



Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.
18. Menara Kamuflase adalah Menara yang desain dan 

bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara 
tersebut berada.

19. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya 
pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan 
terhadap perizinan Menara, keadaan fisik Menara 
Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya 
gangguan atas berdirinya Menara dengan memperhatikan 
aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

21. Persetujuan Bangunan Gedung Menara yang selanjutnya 
disebut PBG Menara adalah perizinan yang diberikan kepada 
pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat 
Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan 
Menara.

22. Pentanahan atau grounding adalah sistem pentanahan yang 
terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk 
meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa 
dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke 
bumi.

23. Peta Titik Lokasi Menara yang selanjutnya disebut Peta Lokasi 
adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan guna pembangunan dan/atau merawat bangunan 
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku.

24. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara 
Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara di atas 
tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau 
milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai 
dengan Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur 
Menara Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, 
pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi 
beserta fasilitas pendukungnya.

25. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya 
disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk 
melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, 
operasionai dan pengawasan dan pengendalian Menara 
bersama Telekomunikasi.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data-data dan/atau keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah.

(')Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian K esatu 

M aksud

Pasal 2

P em ben tukan  p e ra tu ran  d aerah  ini d im aksudkan  u n tu k

m en g a tu r upaya  Pengendalian  M enara Telekom unikasi.

Bagian K edua 

T ujuan

Pasal 3

a. Pengendalian M enara T elekom unikasi b e rtu ju an  u n tu k  : 

m em berikan  k ep astian  h u k u m  kepada  m asyarakat, pelaku 

u sa h a  d an  a p a ra tu r  Pem erin tah  D aerah dalam  

m erencanakan , m elak san ak an , m engendalikan , d an  

m engaw asi keg iatan  pem b an g u n an  d an  penggunaan  

M enara; dan

b. m ew ujudkan  upaya  p em en u h an  k e b u tu h a n  m asy arak a t 

te rh ad ap  layanan  ja s a  telekom unikasi dengan 

m em perha tikan  p rinsip  p e n a taa n  ruang , estetika, 

k eam an an  d an  kepen tingan  um um .

BAB III (*)
Bagian Kesatu

Penataan Kawasan Pembangunan Menara 
Telekomunikasi

Pasal 4 (*)

(1) Pembangunan dan pengoperasian Menara wajib mengacu 
kepada Penataan Kawasan Pembangunan Menara 
Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan 
secara bertahap.

(2) Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan 
menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara di 
Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai 
dengan Peta Lokasi Menara yang telah ditetapkan dan 
berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
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(3) Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan lestari 

dan terpelihara;
b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan 

ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
c. menghindari pembangunan Menara yang tidak 

terkendali;
d. menentukan titik lokasi Menara supaya tertata dengan 

baik;
e. mewujudkan standarisasi bentuk, kualitas dan 

keamanan Menara;
f  meminimalisir gejolak sosial;
g. meningkatkan citra wilayah;
h. mewujudkan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah;
i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
j. menjamin terpenuhinya legalitas setiap Menara;
k. mewujudkan kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
l. memenuhi kebutuhan lalu lintas Telekomunikasi Seluler 

secara optimal;
m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blankspot 

area);
n. menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh 

Operator Telekomunikasi, baik Sistem Global untuk 
Komunikasi Bergerak/GSM (Global System for Mobile 
Communication) maupun Divisi Multi Akses Kode/CDMA 
(Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan 
untuk layanan nirkabel, jaringan area lokal/Local Area 
NetWork (LAN) dan lain-lain;

o. mewujudkan efisiensi dan efektifitas biaya 
Telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja 
sama antar Operator Telekomunikasi; dan

p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Operator 
Telekomunikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan
KawasanPembangunan Menara Telekomunikasi diatur
dalam Peraturan Bupati.

(*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019
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Bagian K edua
Pem bangunan  d an  Pengoperasian  M enara 

Pasal 5

(1) U n tuk  m ew ujudkan  efisiensi dan  efektifitas penggunaan  

ruang , m aka  M enara w ajib d ig u n ak an  secara  be rsam a  

dalam  b en tu k  M enara be rsam a  dengan  te tap  

m em perha tikan  kesinam bungan  p e rtu m b u h an  in d u stri 

telekom unikasi.

(2) K eten tuan  penggunaan  M enara b ersam a sebagaim ana  

d im aksud  pad a  ayat (1) tidak  berlaku  u n tu k :

a. M enara yang d igunakan  u n tu k  keperluan  ja rin g an  u tam a; 

d an

b. M enara yang d ibangun  p a d a  w ilayah yang  belum  

m en d ap a tk an  lay an an  telekom unikasi a ta u  

daerah -d ae rah  yang tid ak  layak secara  ekonom is.

Pasal 6

P em bangunan  M enara d a p a t d ilak san ak an  oleh:

a. b ad an  u s a h a  m ilik negara;

b. b ad an  u s a h a  m ilik daerah ;

c. b ad an  u sa h a  sw asta; a ta u

d. perseorangan .

Pasal 7

(1) Pem erin tah  d aerah  d a p a t m elakukan  kerjasam a dalam  

ran g k a  penyelenggaraan  penyed iaan  in fra s tru k tu r  M enara 

dalam  b e n tu k  k e ija sam a  dengan  b ad an  u sa h a  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 6.

(2) B en tuk  k e ija sam a  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d a p a t d ilak san ak an  m elalui 2 (dua) ca ra  ya itu  sebagai 

berikut:

a. pe ijan jian  kerjasam a; a ta u

b. izin p en g u sah aan .

(3) P e laksanaan  d an  ta ta  ca ra  b en tu k  k e ija sam a  sebagaim ana  

d im aksud  p a d a  ayat (2) d a p a t d ilakukan  baik  m elalui 

pelelangan u m u m  a ta u  m elalu i lelang izin (auction) 
b e rd asa rk an  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  yang  berlaku .

(4) K erjasam a pem erin tah  d aerah  dengan  b ad an  u sa h a  d ap a t 

d iselenggarakan u n tu k  m aksim al jan g k a  w ak tu  20 (dua 

puluh) tah u n .
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(5) K eten tuan  k e ija sam a  pem erin tah  d aerah  dengan  b ad an  

u sa h a  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (1) m engacu pad a  

p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

Pasal 8

(1) B idang u sa h a  ja s a  k o n stru k si u n tu k  pem b an g u n an  M enara 

b ersam a sebagai b e n tu k  b an g u n an  dengan  fungsi k h u su s  

m eru p ak an  b idang u s a h a  yang te r tu tu p  u n tu k  p en an am an  

m odal asing.

(2) Penyelenggara te lekom unikasi yang  bergerak  di b idang 

u sa h a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) m eru p ak an  

b ad an  u sa h a  Indonesia  yang se lu ru h  m odalnya a tau  

kepem ilikan sah am n y a  dimiliki oleh pelaku  u sa h a  dalam  

negeri.

Pasal 9

(1) Penyelenggara telekom unikasi d a p a t m enem patkan  :

a. A ntena di a ta s  b an g u n an  gedung dengan  ketinggian 

sam pai dengan  6 (enam) m eter dari p e rm u k aan  a tap  

b an g u n an  gedung sepan jang  tidak  m elam paui 

ketinggian m aksim um  se lubung  b an g u n an  gedung yang 

diizinkan, d a n  k o n stru k si b an g u n an  gedung m am pu 

m endu k u n g  beban  an ten a ; d a n /a ta u ;

b. A ntena yang  m elekat p ad a  b an g u n an  lainnya seperti 

p ap an  reklam e, tiang  lam pu  penerang  ja la n  d an  

sebagainya, sepan jang  k o n stru k si b an g u n an n y a  m am pu 

m endu k u n g  beban  an ten a .

(2) P enem patan  a n te n a  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

h u ru f  a  d an  h u ru f  b tidak  m em erlukan  izin.

(3) Lokasi d an  p en em p atan  a n te n a  sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (1) w ajib m em enuhi k e te n tu an  ren can a  ta ta  ru an g  

w ilayah d an  kese lam atan  b an g u n an , se rta  m em enuhi 

estetika.

Pasal 10

P em bangunan  M enara h a ru s  sesu a i dengan  s ta n d a r  b aku  te rten tu

u n tu k  m enjam in  k eam an an  lingkungan  dengan

m em perh itungkan  faktor-faktor yang m en en tu k an  k ek u a tan  d an

kestab ilan  k o n stru k si M enara, a n ta ra  lain:

a. tem p a t/ space p enem patan  a n te n a  d an  perangkat 

telekom unikasi u n tu k  penggunaan  bersam a;

b. ketinggian M enara;
(*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 
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c. s tru k tu r  M enara;

d. rangka  s tru k tu r  M enara;

e. pondasi M enara;

f. k ek u a tan  ang in ;dan

g. gem pa bum i.

Pasal 11 (**)

(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung 
danidentitas hukum yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 
berlaku, antara lain:
a. pentanahan (grounding);
b. penangkal petir;
c. catudaya;
d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light};
e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction 

Marking); dan
f. pagar pengamanan.

(3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain:
a. nama pemilik Menara;
b. penyedia jasa konstruksi;
c. lokasi Menara;
d. tinggi Menara dan titik koordinat;
e. tahun pembuatan /pemasangan Menara;
f. luas area Menara;
g. kapasitas listrik terpasang;
h. beban maksimal Menara;
i. data operator Telekomunikasi yang menyewa (tenant) di 

Menara tersebut; dan
j. nomor dan tanggal PBG.

Bagian Ketiga

P em bangunan  d an  Pengoperasian 

M enara Telekom unikasi K husus

Pasal 12

U ntuk  kepentingan  p em bangunan  d an  pengoperasian  M enara 

k h u su s  yang m em erlukan  k rite ria  k h u su s  seperti u n tu k  

keperluan  meteorologi d an  geofisika, radio sia ran , navigasi,
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penerbangan , pencarian  d an  perto longan kecelakaan , am atir  

radio, TV, kom unikasi a n ta r  p e n d u d u k  d an  penyelenggaraan 

te lekom unikasi k h u su s  in s tan s i pem erin tah  te r te n tu /sw a s ta  

se rta  keperluan  tran sm isi ja r in g an  telekom unikasi u ta m a  

(backbone) d ikecualikan  dari k e te n tu an  P e ra tu ran  D aerah  ini.

Bagian Kem pat

Pem bangunan  M enara di K aw asan T erten tu  

Pasal 13

(1) P em bangunan  M enara d ikaw asan  te rten tu  h a ru s  m em enuhi 

k e te n tu an  p e ru n d an g -u n d an g an  yang berlaku  u n tu k  

kaw asan  d im aksud .

(2) K aw asan te r ten tu  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

m eru p ak an  k aw asan  yang  sifat d an  p e ru n tu k a n n y a  memiliki 

k a rak teristik  te rten tu , a n ta ra  lain:

a. kaw asan  b a n d a r udara ;

b. k aw asan  pengaw asan  militer;

c. k aw asan  cagar budaya;

d. kaw asan  pariw isata;

e. kaw asan  h u ta n  lindung;

f. kaw asan  yang k a ren a  fungsinya m em iliki a ta u  

m em erlukan  tingka t k eam an an  d an  k e rah as iaan  yang 

tinggi; d a n /a ta u

g. k aw asan  pengendalian  k e ta t lainnya.

(3) Izin penyelenggaraan  M enara d ikaw asan  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  aya t (2) d iberikan  se te lah  m en d ap a tk an  

p e rse tu ju an  dari in s tan s i pengelolanya.

B agian Kelima

P em bangunan  d a n  Pengoperasian M enara T am bahan  

Penghubung  d an  M enara Kam uflase

Pasal 14

P em bangunan  d an  pengoperasian  M enara tam b a h an  

penghubung  d iizinkan apab ila  fungsinya h an y a  u n tu k  

m en ingkatkan  k eh an d a lan  cak u p an  (coverage) d an  kem am puan  

trafik  frekuensi te lekom unikasi d an  d ibangun  dalam  b en tu k  

M enara tunggal d a n /a ta u  M enara kam uflase  sebagai bag ian  dari 

M enara b ersam a telekom unikasi.
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Pasal 15

P em bangunan  M enara yang  b e rad a  di k aw asan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 13, apab ila  d im ungkinkan  m e n u ru t hasil 

ka jian  secara  tekn is dari pem erin tah  d aerah  m ak a  b e n tu k  dan  

desain  M enara wajib berw ujud M enara kam uflase  yang b an g u n an  

p en dukungnya  bercirikan  a rs ite k tu r  d aerah  sehingga se la ras  

dengan este tika  lingkungan  d a n /a ta u  kaw asan  se tem pat yang 

ju g a  m eru p ak an  bag ian  dari M enara bersam a.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

(1) Penyedia M enara h a ru s  m em berikan  kesem patan  yang  sam a  

ta n p a  d iskrim inasi kepada  p a ra  penyelenggara 

telekom unikasi la in  u n tu k  m enggunakan  M enara m iliknya 

secara  b e rsam asam a  se su a i kem am puan  tekn is M enara.

(2) Pem bangunan  d an  pengoperasian  M enara yang diizinkan 

m eru p ak an  pem b an g u n an  d an  pengoperasian  M enara 

b ersam a dengan  m em pertim bangkan  keselam atan  operasi 

penerbangan  pesaw at u d a ra , hasil kajian  tekn is te rh ad ap  

desain  p e n a taa n  pem b an g u n an  d a n  pengoperasian  M enara 

b ersam a d an  d id asa rk an  p ad a  ren can a  in duk  M enara 

telekom unikasi di daerah .

(3) Penyedia M enara diw ajibkan u n tu k :

a. m em perha tikan  k e te n tu an  h u k u m  ten tan g  larangan  

p rak tek  m onopoli d an  persa ingan  u sa h a  tidak  sehat;

b. m enginform asikan ke tersed iaan  k a p as ita s  M enaranya 

kepada  calon pengguna  M enara b ersam a secara  

tran sp a ra n ;

c. m enggunakan  sistem  a n tr ia n  dengan  m en d ah u lu k an  

calon pengguna M enara b ersam a yang  lebih d a h u lu  

m enyam paikan  p e rm in taan  penggunaan  M enara 

b ersam a dengan  te tap  m em perha tikan  kelayakan  d an  

kem am puan .

(4) Apabila dalam  sa tu  w ilayah M enara b ersam a te rd a p a t lebih 

dari 1 (satu) p e ru sa h a a n  yang berm inat u n tu k  m em bangun  

M enara bersam a, m ak a  pendafta r p e rtam a dengan  

p ersy ara tan  lengkap d an  b en ar yang  ak an  d iberikan  izin 

terlebih  d ah u lu .
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(5) K eten tuan  m engenai p rinsip -p rinsip  penggunaan  M enara 

b ersam a m engacu p ad a  p e ra tu ra n  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 17 (*)
Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara 
Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara 
Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan 
Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam 
perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah 
melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18 (*)
(1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 

program Menara bersama, Bupati membentuk TPMT
(2) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:

a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan 
pembangunan;

b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
c. memberikan rekomendasi pemberian izin;
d. memberikan rekomendasi pencabutan izin; dan
e. memberikan rekomendasi pemboiigkaran bangunan 

Menara.
(3) TPMT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan dibawah 
koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
komunikasi dan informatika.

(4) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 
instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN 

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 19
(1) Setiap  orang  a ta u  b ad an  yang ak an  m em bangun m en ara  

wajib memiliki izin.

(2) Setiap penyedia m en ara  d ilarang  m em bangun  m enara  

sebelum  m en d ap a tk an  IMB M enara.

(3) IMB M enara berlaku , sepan jang  tidak  ad a  p e ru b ah an  

s tru k tu r  d an  p e ru b a h a n  k o n stru k si m enara.

(4) G u n a  m engetahu i kelayakan  b a n g u n an  m aka  se tiap  ta h u n  

d ilakukan  p en in jauan  b e rd asa rk an  laporan  kondisi m enara
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oleh penyedia m en ara  a ta u  pengelola m en ara  d an  

pertim bangan  TPMT.

(5) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai m ekanism e pengkajian  

kelayakan  b a n g u n an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) 

d ia tu r  lebih lan ju t oleh P e ra tu ran  B upati.

(6) K eten tuan  lebih la n ju t m engenai p en g a tu ran  Izin 

M endirikan B angunan  d ia tu r  dalam  P era tu ran  D aerah 

tersendiri.

Bagian Kedua (**)
Persetujuan Lokasi 

Pasal 20
(!) Pembangunan Menara diawali dengan permohonan 

Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan 
informatika.

(2) Persetujuan Lokasi merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari persyaratan dokumen perizinan 
pembangunan Menara.

(3) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan komunikasi dan informatika.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan 
Persetujuan Lokasi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21 (*)
Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan 
dan pengoperasian Menara wajib memiliki Dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan 
hidup sebagai pemenuhan komitmen penerbitan izin lingkungan 
oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
atau OSS (Online Single Submission).

Pasal 22 (*)
Dihapus
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Bagian Kelima (*)
Pengalihan Kepemilikan 

Pasal 22A (*)
(1) Setiap pengalihan status kepemilikan Menara wajib 

dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pengalihan status kepemilikan Menara disampaikan kepada 

Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakannya proses 
pengalihan dengan diterbitkannya persetujuan pengalihan 
status kepemilikan Menara.

(3) Persetujuan pengalihan status kepemilikan Menara diberikan 
apabila pemilik Menara sebelumnya telah memenuhi seluruh 
kewajiban kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pengalihan status kepemilikan Menara yang tidak dilaporkan 
kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya 
dibebankan kepada pemilik Menara yang terdaftar pada 
Pemerintah Daerah.

Pasal 23

K eten tuan  lebih lan ju t m engenai perizinan  p em bangunan  d an

pengoperasian  M enara sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 19

d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  B upati.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA

B agian K esatu 

J e n is  M enara

Pasal 24 (*)
Je n is  M enara terdiri dari:

a. b e rd asa rk an  tem p a t berd irinya :

1. M enara yang d ibangun  di a ta s  ta n a h  (green fieldj; d an

2. M enara yang d ibangun  di a ta s  b an g u n an  (rooftop).
b. b e rd asa rk an  penggunaannya:

1. M enara Telekom unikasi seluler; d an

2. M enara T elekom unikasi k h u su s .

c. b e rd asa rk an  s tru k tu r  bangunannya:

1. M enara m andiri (self supporting tower);
2. M enara teregang (guyed tower);
3. M enara tunggal (monopole tower]; d an

4. M enara kam uflase.
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B agian K edua

P ersyaratan  Teknis P em bangunan  M enara B ersam a

Pasal 25

P em bangunan  M enara b ersam a m engacu pad a  S tan d ar N asional

Indonesia  (SNI) a ta u  s ta n d a r  b aku  yang berlaku  secara

in te rnasional se rta  te rtu an g  dalam  b e n tu k  dokum en  tekn is

sebagai b e r ik u t :

a. gam bat ren can a  tek n is  b an g u n an , M enara m eliputi s ituasi, 

d enah , tam pak , po tongan d an  detail se rta  p e rh itu n g an  

s tru k tu r;

b. spesifikasi tekn is pondasi M enara, m eliputi d a ta  penyeledikan 

tan a h , jen is  pondasi, ju m la h  titik  pondasi, te rm asu k  geoteknik 

tan ah .

c. spesifikasi tek n is  s tru k tu r  a ta s  M enara, m eliputi beban  te tap  

(beban sendiri d an  beban  tam bahan) beban  sem en ta ra  (angin 

d an  gempa), beban  k h u su s , beban  m aksim um  M enara yang 

diizinkan, sistem  kon truksi, ketinggian M enara, dan  proteksi 

te rh ad ap  petir.

Pasal 26

S ta n d a r k o n stru k si sipil M enara sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 25 m eliputi:

a. ta ta  ca ra  p e ren can aan  s tru k tu r  ba ja  u n tu k  b an g u n an  gedung;

b. ta ta  ca ra  pengh itungan  s tru k tu r  ba ja  u n tu k  pem bangunan  

gedung;

c. ta ta  ca ra  p e ren can aan  pem bebanan  u n tu k  ru m ah  dan  

gedung; d an

d. s tru k tu r  s ta n d a r  u n tu k  a n te n a  d an  a la t penun jang  lainnya.

Bagian Ketiga 

Biaya

Pasal 27

(1) Penyedia M enara b e rh ak  m em ungu t b iaya kepada  

penyelenggara telekom unikasi yang  m enggunakan  M enara 

bersam a.

(2) Biaya penggunaan  M enara b ersam a sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (1) se su a i k esep ak a tan  p a ra  p ihak  dengan  harga  

yang  wajar.
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BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Bagian K esatu 

Hak

Pasal 28

Setiap  penyedia M enara d an  pengelola M enara yang  te lah  

memiliki izin be rh ak  m enggunakan  M enara sesua i dengan 

k esep ak a tan  sebagai M enara be rsam a  d an  izin yang  telah  

diperoleh.

Bagian K edua 

Kewajiban

Pasal 29

Setiap  penyedia M enara d an  pengelola M enara yang  te lah  

memiliki izin berkew ajiban :

a. m elaksankan  keg iatan  sesua i dengan  perizinan  yang 

diberikan;

b. m elak san ak an  k e te n tu an  teknis, k eam anan  d an  kese lam atan  

se rta  ke lestarian  fungsi lingkungan  sesu a i dengan  p e ra tu ran  

perundang- u n d a n g an  yang  berlaku;

c. m elaksanakan  pem eliharaan  d an  pengaw asan  in tern ; dan

d. m enanggung segala ak ib a t yang tim bul dari p e lak san aan  izin 

yang te lah  diberikan.

BAB VIII

ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagian K esatu 

A suransi 

Pasal 30

(1) Setiap M enara yang  d ibangun  di d aerah  wajib d ia su ran s ik a n  

oleh pem iliknya.

(2) A suransi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m eru p ak an  

a su ra n s i te rh ad ap  kem ungk inan  tim bulnya kerugian , 

k e ru sak a n  a ta u  keh ilangan  k eu n tu n g an  yang d ih arap k an , 

a ta u  m eninggal a ta u  caca tnya  seseorang, yang tim bul dari 

su a tu  peristiw a yang  tid ak  p asti a ta s  keberadaan  M enara 

d an  s a ra n a /p ra s a ra n a  pelengkapnya.

(3) K eten tuan  m engenai a su ra n s i sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (2) h a ru s  m en d asa rk an  p ad a  p e ra tu ran  

p e ru n d a n g u n d a n g an .
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B agian K edua

T anggung Jaw ab  Sosial d an  L ingkungan (TJSL)

Pasal 31

(1) D alam  penyelenggaraan  M enara, penyedia, pengelola d an  

pengguna M enara m em berikan  kon tribusi kepada  

m asy arak a t m elalui TJSL.

(2) K ontribusi sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1) d igunakan  

u n tu k  pem bangunan  d an  pengem bangan  fasilitas se rta  

s a ra n a /p ra s a ra n a  um um  yang  a d a  di sek ita r M enara.

(3) K eten tuan  m engenai tanggung  jaw ab  sosial dan  lingkungan  

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) dan  ay a t (2) 

d ilak san ak an  b e rd asa rk an  p ad a  p e ra tu ra n  

p e ru n d a n g u n d a n g an .

Pasal 32 dihapus. (**)

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN 

Pasal 33

(1) Pelanggaran te rh ad ap  k e te n tu an  dalam  Pasal 5 ayat (1), 

Pasal 11 ay a t (1) d an  ay a t (2), Pasal 13 ay a t (1), Pasal 16 ayat

(1), aya t (2) dan  ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 ay a t (1), 

d ikenakan  san k si adm in istrasi.

(2) Sanksi adm in istras i sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

terdiri d a r i :

a. peringa tan  tertu lis;

b. penghen tian  sem en ta ra  sebagian  a ta u  k ese lu ru h an  

keg iatan  pem b an g u n an  d a n /a ta u  operasional M enara;

c. pem bekuan  izin;

d. p en cab u tan  izin.

(3) Peringatan  te rtu lis  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2), 

d iberikan  sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t dengan 

tenggang w ak tu  m asing- m asing  14 (em pat belas) h a ri keija.

Pasal 34

(1) Apabila orang d a n /a ta u  b ad an  tidak  m eng indahkan  

peringa tan  te rtu lis  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 33, 

m ak a  B upati m em erin tahkan  penghen tian  sem en tara  

sebagian  a ta u  k ese lu ru h an  keg iatan  p em bangunan  

d a n /a ta u  operasional M enara.
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(2) Pem bekuan izin sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 33 

d ilakukan  dengan  ca ra  penyegelan te rh ad ap  M enara 

telekom unikasi yang sedang  a ta u  te lah  selesai d ibangun  

d a n /a ta u  d ioperasikan .

(3) Ja n g k a  w ak tu  pem bekuan  izin berlaku  selam a 30 (tiga 

puluh) hari kerja  te rh itu n g  sejak  tanggal d ikeluarkannya  

p en etap an  pem bekuan  izin.

(4) Apabila dalam  jan g k a  w ak tu  30 (tiga puluh) hari, pem egang 

izin te lah  m elakukan  perba ikan  d an  m elaksanakan  

kew ajibannya sesua i dengan  k e te n tu an  dalam  p e ra tu ran  

d aerah  ini m aka  pem bekuan  izin d a p a t d icab u t kem bali.

Pasal 35 (**)
(1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), telah terlampaui dan 
pemilik Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini 
maka PBG Menara dicabut.

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara 
beserta bangunan penunjangnya.

(3) Pembongkaran Menara dan /atau bangunan penunjangnya 
dilakukan oleh pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
pencabutan izin.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menara dan /atau 
bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemegang izin, 
maka Menara dan /atau bangunan penunjangnya menjadi 
milik /  dikuasai oleh pemerintah daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Menara dan 
/atau bangunan penunjangnya sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pengenaan  san k si sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 33, Pasal

34, Pasal 35 d ilakukan  oleh in s tan s i yang m em bidangi se te lah

m en d ap at rekom endasi dari TPMT.

(*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(**)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun 2024



BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rten tu  d ilingkungan 

Pem erin tah  D aerah  diberi w ew enang k h u su s  sebagai 

penyidik u n tu k  m elakukan  penyid ikan  tin d ak  p id an a  di 

b idang re tribusi d aerah  sebagaim ana  d im aksud  dalam  

U ndang - U ndang H ukum  A cara Pidana.

(2) W ewenang penyidik sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat(l) 

adalah:

a. m enerim a, m encari, m engum pulkan , d an  m eneliti 

k e te rangan  a ta u  lapo ran  b e rk en aan  dengan  tin d ak  

p id an a  d ibidang pengendalian  M enara agar ke te rangan  

a ta u  laporan  te rseb u t m enjadi lengkap d an  jelas;

b. m eneliti, m encari, d an  m engum pulkan  ke terangan  

m engenai o rang  p ribad i a ta u  b ad an  ten tan g  k eb en aran  

p e rb u a tan  yang  d ilakukan  seh u b u n g an  dengan  tin d ak  

p id an a  pengendalian  M enara;

c. m em in ta  ke te rangan  d an  b a h a n  buk ti dari o rang  pribadi 

a ta u  b ad an  seh u b u n g an  dengan  tin d ak  p idana  d ibidang 

pengendalian  M enara;

d. m em eriksa  b u k u -b u k u , c a ta ta n -ca ta tan , dan  

dokum endokum en  lain  b erk en aan  dengan  tin d ak  p id an a  

d ibidang pengendalian  M enara;

e. m elakukan  penggeledahan u n tu k  m en d ap a tk an  b a h an  

bu k ti pem bukuan , p en ca ta tan , d an  dokum en-dokum en  

lain  se rta  m elakukan  peny itaan  te rh ad ap  b a h a n  buk ti 

tersebu t;

f. m em in ta  b a n tu a n  tenaga  ah li dalam  rangka  p e lak san aan  

tu g as  penyidikan tin d ak  p idana  dibidang pengendalian  

M enara;

g. m enyu ruh  berhen ti d a n /a ta u  m elarang seseorang 

m eninggalkan ru an g a n  a ta u  tem p at p ad a  sa a t 

pem eriksaan  sedang  berlangsung  d an  m em eriksa  

iden titas orang, benda  d a n /a ta u  dokum en yang dibaw a;

h . m em otret seseorang  yang be rk a itan  dengan  tin d ak  

pengendalian  M enara;

i. m em anggil o rang  u n tu k  d idengar ke te rangannya  d an  

d iperiksa  sebagai te rsan g k a  a ta u  saksi;

j. m enghen tikan  penyidikan; d a n /a ta u
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k. m elakukan  tin d a k a n  lain  yang  perlu  u n tu k  k e lan ca ran  

penyidikan tin d ak  p id an a  d ibidang pengendalian  M enara 

se su a i dengan  k e te n tu an  p e ra tu ra n

p eru n d an g -u n d an g an  yang  berlaku .

(3) Penyidik sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (1) 

m em beritahukan  d im ulainya penyidikan d an  

m enyam paikan  hasil penyid ikannya kepada p e n u n tu t 

u m u m  m elalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, se su a i dengan  k e te n tu a n  yang  d ia tu r  dalam  

U ndang - U ndang H ukum  A cara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 38

(1) Setiap  orang  d a n /a ta u  penyedia yang m em bangun  M enara 

tidak  m em enuhi k e te n tu an  tek n is  b a n g u n an  sebagaim ana  

d im aksud  dalam  Pasal 10 sehingga m engak ibatkan  M enara 

tidak  d a p a t berfungsi d an  m em bahayakan  orang  lain  

d iancam  p idana  k u ru n g an  paling lam a 6 (enam) b u lan  a ta u  

d en d a  paling banyak  Rp.50 .000 .000 ,00  (lima p u lu h  ju ta  

rupiah).

(2) Setiap  orang  d a n /a ta u  b ad an  Penyedia M enara yang  te lah  

m em bangun  M enara ta n p a  dilengkapi dengan  perijinan  

sesua i dengan  p e ra tu ran  d aerah  ini d iancam  dengan  p id an a  

k u ru n g an  paling lam a 6 (enam) b u lan  a ta u  den d a  paling 

banyak  Rp.50 .000 .000 ,00  (lima p u lu h  ju ta  rupiah).

Pasal 39

T indak p id an a  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 ada lah

pelanggaran.

Pasal 40

D enda sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 38 m eru p ak an

penerim aan  daerah

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41 (**)
(1) Menara yang telah berdiri dan berizin sebelum ditetapkannya 

Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan diarahkan 
untuk digunakan sebagai Menara Bersama dengan
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memperhatikan analisis kelayakan teknis Menara.
(2) Menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin sebelum 

ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib melengkapi 
dokumen perizinan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) 
tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Menara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diajukan 
izinnya, maka keberadaan Menara diserahkan kepada TPMT 
untuk dilaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

H al-hal yang  belum  d ia tu r  da lam  p e ra tu ran  d aerah  ini sepan jang  

m engenai tek n is  p e lak san aan y a  ak an  d ia tu r  lebih lan ju t dengan 

P e ra tu ran  Bupati.

Pasal 43

P era tu ran  D aerah ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan . 

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  D aerah  ini dengan  penem patannya  

dalam  L em baran D aerah  K abupaten  K aranganyar.

*) P eru b ah an  Pertam a
(Perda Nomor 23 T ahun  2019) 
D itetapkan  di K aranganyar 
Pada Tanggal 26 D esem ber 2019 
D iundangkan  di K aranganyar 
Pada Tanggal 31 D esem ber 2019 

*) P e ru b ah an  Kedua
(Perda Nomor 9 T ahun  2024) 
D itetapkan  di K aranganyar 
Pada Tanggal 21 November 2024 
D iundangkan  di K aranganyar 
P ada Tanggal 21 November 2024

Kompilasi d ilakukan  oleh : 
B agian .H ukum  Setda  K aranganyar 
Pada Tanggal 9 April 2025

' ' ' "AGIAN HUKUM SETDA,
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